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lhamdulillah akhirnye: dencan herupuyn scmak. im n ungki n Penu h~ dnput 

menyelesaikan karya i miah ini dengan judul " MAS .LAH p· L KSANAAN PE. 'G UR I, A. f 

UJN OPER SIONAL RUMAH AKJT OLE! PEMERIN1 AH M 1 t r T l 'N i r NG-

UNDANG NO. 23 'A.HUN 1992". 

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap staf peng jar umumnya dan Tenaga F> ukati f 

Tetap di Fakultas Hukum U:MA untuk membuat suatu karya ilmia y iru disamping gu. a 

meningkatkan kualitas smnber daya manusia ebagai sarana pengembangan 

pengetahuan, sekaligus sebagai pelengkap terlaksananya Tri Dhanna Perguruan Tinggi 

' l 
liffi 

Penulis menyadari segaia hal yang Penulis !akukan da!am tuli ,an ka a iimiah m 1 

beiumlah seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya i!mu pengetahuan yang a a, namun 

guna menambah ilmu pengetahuan, Penuiis berkeyakinan s .. gala yang Penu.I · lakukan me i 

ekecil apapun dapat bennanfaat bagi para pembaca d n Penulis sendiri, untu itu mung 

sebagai manusia biasa Pen• lis merasakan bahwa rnasih banya , k kurangan da i m tuli I 

karya ilm ·ah ini, oleh karenanya guna kelengkapan tu!isan ini dan un uk tercapainy· tuhsa 

yang lebih sempum Penu is berharap adanya kritil an yai g bersifat konstruk i da.n i ovatif 

dari pembaca, agar dapat disampaikan kepada Penulis bai · langsung maupun tidak lang. ung. 

sehingga akh.irnya tuli. san ini akan menjadi pedoman bagi pembac antrnya, dan tas 

tanggapan dari pembaca, Penuiis mengucapkan "!rima kasih. 

Medan, 12 Januari 2003. 
Homiat Penul i , 

J ill · h. SH. 
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BAB~ 

)EN ;1Al Ul ,l1AN 

Suatu hal yang mendasar terjadi dewasa ini adalah semua sisi ·ehidu a 

mengalami pernbahan dan perk mbangan termasuk halnya dalam hubungan ar tura 

manusia dengan manusia !a·nnya maupun manusia den 1<L'1 lembaga-lcmbaga yang 

iciptakan oleh manusia itu scndiri . Semua sisi kehidupan ya g erke. b g terse u! 

mau tidak mau tidak luput d ri ketentua.i.'1 perundang-undangan karena der gan adanya 

perundang-undangan m ka segala sesuatunya dapat dipertanggungja\ bkan. 

Di satu sisi ke' i upan manusia iainnya adalah masaiah ·esehata.n. Perihal 

kesehatan ini adalah seba 1ai dasar bagi manusia dalam menjaiankan a · t i i,.1tas 

kehidupannya sehari-hari . Tan a adanya ke ehatan yang mak irnal mak manu 1' 

tidak akan dapat menciptakan k.reativ1tasnya. Maka dengan alasan ang em1kian 

untuk kata kesehatan tida c dapat dini la · da! m bentu ' mat ri. Bahkan manu. ia 

san gup mengeluarkan harta bendanya sehingga habi agar kes hatannya kembaii 

pulih. v1engenai kesehatan i 1i dasar hukumnya adalah U dang-Undang No. 23 

Tahun 1992 tenta.ng Kesehatan. 

Di I d nesia I nmbaga- embaga pelayanan kesehata.n ini banya ditem •", mula~ 

peringkat rumah-rumah sakit, rumah-rurnah sakit sp siahs hingg ·e Puskesmas­

Puskesmas pad.a setiap keca:matan hahkan sistem pengobat n tra 'sioM.i me ·an 

pi lihan yang terkadang sangat dibutuhkan da la. 1 ha pelaya. an keseh tan di 

[ndonesia.sebaga i suatu kajian ilmiah tidakiah s mua sisi pe ayanan ' es hatan 
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tersebut diurnikan oleh penulis. Tetapi pembahasaJ1 ini dibata.si hanya pada suatu 

sistem pelayanan kesehatan yang dikelola oleh rumah sakit. 

Unsur yang utama da am hal peiayanan k sehatan ini adalah a kesehatan 

masyaraka:t dapat dicapai secara maksima1, sehingga dengan akibat tersehut 

pelaksanaan pernbangumm dapat terns dilakukan, dan hal tersebut berarti 

kesejahteraan masyarakatnya dapat Jebih di tingkat1·an. 

Rumah sakit sebagai salah satu sarana layanan kesehatan mem "'rikan art i 

bahvva ruma..ti sak:it dapat mempertru1ggungjawabkan aktivitas~aktivita yang ada di 

dalamnya. Meni lik fimgsi rum keberad.aan rumah sakit tersebut maka per!u di dru,an 

pengaturan yang lebih spesifik t rhadap rumah sakit itu sen<liri khusus .ya dalam 

pelaksanaan pemberian iz~n operasional. . emberian izin meliputi ketentuan-

kctentuan dan persyaratan-persyamtan yang haru. dipenuh1 sehing,ga rumuh '..akit 

terse9ut dapat menjalanlran aktivitasnya. Pel 1 sanaan pemberian izin hag· rwnah 

sakit m.enjadi sangat penting karena bidang pe1ayanan yang diberikan rumah sakit 

menyangkut nyawa seseorang. edangkan di 'atu sisi pelaksanaan iin ad.aiah 

pelaksanaan fungsi-fungsi oleh aparatur pemerintahan yang berw·enang n eng n..is mn 

rumah sakit itu sendi1i. 

Judul adalah ::angat penting keberadaannya dalam su tu karya ilmiah. Tanf)U 

adanya judul maka syarnt sebuah tu1isan dan arah tuhsan itu tentu tidak dapat dib ,, t 

dan dimengerti. 

2 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 



Judul dari Karya ilmiah ini adalah "Masalah Pelak anaan Pengurnsan lzir 

Upcrasional l:<.umah Sakit O!ch Peme ;ntah Menurut UU No. 23 Tahun l 99 .. " 

Selanjutn a agar tidak memberikan penafSiran yang berbeda epada berbagai 

pihak yang terkait perlu pula diur ikan tentang bat san-batasan yang dimaksud · udul 

di atas, yaitu bahwa : Undang-Undai g No. 23 Tahun 1992 adalah Undang- ndang 

Tentang Kesehatan yang disa kan di Jakarta pada tanggal 17 Septemb r 1992 d n 

diundangk.an dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 100. 

Dengan hal tersebut maka dapat dikatru an baJ1wa pembatasan terhadap judul 

yang diajukan sekitar tentang bagaimana sebenarn 1a masalah yang berkaiu..n dengan 

peiaksanaan pemherian izin bag1 Rumah sa\rit untuk melakukan op •rn iona!ny . ba1k 

· i ' l syarat-syarntnya maupun dasar hukumnya, ciengan da hukum UU No. 23 .un 

1992 Tentang Kesehatan . 

.B. A1asan Pemilihan Judui 

Salah satu masalah yang timbul da am • ukum deVt<11sa ini di ind n"' ia adalah 

persoalan yang menyangkut hukum pelayamm kesehatan ermasuk ru 1ah sakit. 

yaitu problema-proh ema hukum rumah sakit, baik itu aspek d ri dimensi akibat· 

a ribat dari ugas sebuah rumah sakit itu sendiri maupun dalarn tugas ya m la ·a. 1 

esehatan masyarakat secara 1uas. 

Dalam pela.ksanaan tugas-tugasnya tersebut sebuah rumah sakit teri at kepad 

ketentuan perundang-undangan. ba1 itu ·etcntu' n pcrunda g undangan yang 
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di eluarkan oleh pemerintah 1mupun dalam hal · uga leh ikatan · profesi ( o<k .t ik 

Kcdokteran). 

Dengan keadaan yang sedemikian maka dapat · a.hami suatu ·e daan ahv.ta 

sebuah ru.rnah sakit ang me ~alankan akt1vitasnya harus mempunyai as )ek JUnd1s 

administrasi. A.spek j uridis adminis asi disi ,· adalah sua u aspe · mberian iJ in 

se ingg se uah umah sakit tersebut dapat me akuk.an ak ivi asnya ntuk mela at 1 

kesehatan masyarakat yang membutuhkannya. Ha ini juga ditentukan di dalam pasal 

59 Undang-Undang No. 23 Ta}n 1992 tentang Kesehatan dimana di dalam pas.al 

tersebut ditentukan bahwa : 

l . Semua penyelenggaraan sarana kesehatan h rus memili. i izin, 

2. lzin penyelenggaraan sarana kes~hatan diberikan dengan m m.perhatik.! n 

pemerata n dan peningkatan mutu pelayanan kesel a an, 

3. ~<etentuan mengena.i syarat dan tata cara memperoleh 1zm penyelcngga1 'n 

sarana kesehatan dit tapkan denga peraturan pemerintah. 

Dengan hal uraian di atas dapat dilihat bahwa latar belakang tulisan ini dalah 

untuk melihat bagaimana suatu sistem pemberian izin pelaksanaan iz·n sebuah nimah 

sak.it tersebut dilakuk.an oleh pemerintah, sehingga fungsi pemerintah m la ani 

nasyarakat di dalarn bidang kesehatan dapat terpenuhi. 

C. Per1nasahdum 

Selanjutnya untuk memberika. pedoman tentang apa yang s~l-i narny l in in 

diba:has dalam tulisan ·1miah ini maka per!u pu1a dibua permasaiahan. P 

ang diajukan dalam pembahasan dari tuhsan ini adalah : 

asa han 
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1. Ba0 · imanakah syara dan pr sedur pendilian sebuah rum; h sa.l.ci,, pakah dah 

mcrnenuhi kepentingan masy rakat banyak. 

2. Apa.kah fu.rig..i rumah sak: ~t dalam pelayanan kc_ ehatan m yara"at t...lah 

memenU.t11i harapan masyarakat itu sendiri . 

3. Bagaimanakah sanksi ad:minis rnrif te hada r; ~nyalahgunaan izm Overasio al 

rumah sakit 

I ipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya mas ·h scmentara, dengan lam 

nerkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggap n set .entara tent ng suatu 

keadaan yang diteliti. 

Oleh karena hipotesa itu sifatnya seme tarn .a~.-.; ja'W'ruian pennasalahan yang 

teiah dikemuka.Kan, maka • asi 1 per u diuji atau dibuktika . ~ eberara.riny . "Hi pot sa 

dapai diartikan , u erupakanjawaban ementara da i su.aiu peneliti~ male.a haru.s diuj' 

1-ebenarannya dengan suatu penelitian, ipot sa itu •idak. erlu merupakan jawa~.a _ 

yang dianggap mutlak ben.ar atau harus d.ibenarkan". 1 

Dengan hal-hal ura:an di atas, maka adapun yaJ1g men):ldi hipot :>.:. penulis 

ada1ah: 

1. Syarat dan prosedu:r pendirian sebuah rumah s~kit pada dasarnya dibuat untuk 

memenuhi kt:pent'ngan m syarakat bany~tk 1.erhad.ap p-eningkatan pelayanan 

kesehatan, sehingga dengan dcmiki· n scl.::im dibuat secarn bfilm dalam hentuk 

1 
Abdul Mui. Pedoman Penulisan Skripsi dan M .ode Pene.iilian Hu Imm, irerbit ·an O!eh 

F . . } ukum USU, Medan, 1990, hal 3. 
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perundang~undangan maupun surat ket... i.an pcndirian seb h ruma snkit 

tetap harus berpatokan kepada kepentingan masyarakat, buka prinsip mencari 

keuntung"Ti bagi in ·t0 nsi yang memohonk n 1z1 terse 

2. Fungs· ru ah sakit dalam elayanan kese atan ma yarakat pada dasarnya 

hanya dap t memenuh · harapan S'°bagian d ri masyarakat, k na irct ntuan-

k tentuan yang diterapkan oleh pemerintah bagi pelayanan k sehata • el urn 

terwuj id dalam operasional sebuah rumah sakit. 

Sanksi adi:11inis ratifterhadap penyalahgunaan iz1n operasiona1 rumah sa it pada 

dasamya dap t dilihat dari sanksi yang diberikan oleh masyarn.kat rta sa, k ·i 

bern _,a tindakan-tind an yang telah d1 tetapkan leh und ng-undang. ba1k 

b mpa pembekuan izin atau juga pencabutan izin. 

E. Tujmu1 Pembahaimn 

Setiap peke1jaan pada dasamya. mempunyai tujuan yang ingjn dicapai, bcsar 

kecilny tujuan tersebut dig ntungkan kepada hajat orang yano bersangkutan. 

Demikian juga halnya p mbal ~an yang diadakan pen lis da!am be tuk karya 

·1m·ah ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujua i pembahasan 

penuli · dal h : 

1. l ntuk me .. ber·kan pengeta uan !.e ada r .us. 1amkat lua; . 

2. Penulis juga erkeinginan untu men~"' bangka edikit ilmu bagi almarn ter 

penulis, Unive sit s Medan Area da'am bagaimana ebenam;a pelaksanaan 

pemb rian izin bagi seb iah rumah sakit. 
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3. Bagi masyarakat uas, penulis juga · .erkeing1nan u tuk sekedar herbagi 

pengetahuan an pengalamar di dalan m salah ke ehatan ini khusus a dalmn 

pelaksanaan pendir1an sebuah rumab akit 

.F. M etode Pengumpulan Data 

Untuk baiknya suatu karya ilmiah scharusnyalah did ·ung ol data-d ta , 

demikian juga dpngan penuhsan karya ilmiah in1 penulis berusaha untuk mempe oleh 

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penuhsan i i etida -tidakn a 

dapat ebih dekat kepada suatu karya ilmiah yang aik. 

Dalam mcmperoleh ataupun mengumpu!kan data-data yang diperlukan untuk 

penulisan karya iimiah ini penul is mengguna an metode yaitu : 

1. Library Research (Studi Kepustakan) 

Library Research atau penelitian kepustakaan ad lah buah penelitian y ng 

'berkenaan d ngan bacaan yang beri i reference bc-oks, texboo . buku saku, 

majalah-majalah ·1miah, hasi1-hasi1 seminar, diskus serta · erb· gai sumher 

lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang unt !ebih omplek nya I gi , 

b hwa penulis juga mengunju gi perpustakaan-perpusta aan yang ada dalam 

kaitannya "ntuk kesempurnaan karya ilmiah irn. 

Field Researc (Studi Lapangan) 

Field Resea ch atau penelifr n lapangan adalah ebuah w aha untuk 

me gumpulkan data~data atau bahan-bahan s cara langsung dari l3pangan yang 
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dalam hal ini penulis mengadakan pe elitian di Rumah Sa. it d 1 an 

mengadakan wawancara kepada pihak personalia. 

G. Sisrrematika Pemdis:m 

Daiam penulisan karya ilmiah ini penulis membaginya dalarn beberapa ba , dan 

bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan s luruhnya karya ·1miah ini 

terdiri dari lima bab, adapaun tuj uan dari dibua ny pembagia.n bab da sub bah 

adalah untuk mempennudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum 

dalam tulisan ini. 

a Pendahuluan 

Yang di raikan dalarn bab ini adaiah te tang P ngertian dan P ·negasan 

Judu1, Alasan Pemilihan Judu!, Permasalah· n, Hipote a, Tujuan 

Pembahasan, Metode Pengmnpulan Data serta S1stematika Penulisru . 

. 
Ba 11 Tinjauan Umu.m Tentang Ma alah Perizinan 

Yang dibahas dalam bab kedua ini adaiah ten• , g : Pengerfr.in IT.i n, Jen i_ 

dan bentuk Izin, Pihak-Pihak Yang Berwenang men gel uarkan zrn, . erta 

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizi an. 

Bab rn R umah sakit Sebagai Pelaya.11an e ·ehatan 

ang dibahas daiam bab ketiga ini adalah tentang : P ng rtian elay an 

Kesehatan, Ru.mah Sakit Sebagai Unsur Pelayanan Keseh t n, Jeni s~Jems 

Rumah Sakit, Pih k-Pihak Dalam P layanar1 . ~e ehatan di Rumah Sak1t 

8 
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"ab IV Tinjauan Hukum Tentang Pelak anaan Pengurusan ' in 0 ras1on 

BabV 

Rumah Sakit Oleh Pemerintah Menuru ndang-Undang No. 23 1 ahun 

1992. 

u alam bab i i akan di urai ·an tentang : Syara. dan Pro d Pendirian 

Sebuah Rumah Sakit, fungsi Rumah "ak't Dala.111 Pel yanan ' sehat n 

Masyara.kat, Sanksi Administrat'f Terh dap Penyalahgu.n lzin 

Operas1ona1 Rwnah a.kit. 

Kesimpulan dan Saran 

Pad.a bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan d.an juga aran- aran 

dari pembahasan terdahulu . 

9 
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B BH 

A. Pe~igertian 1zin 

Membicarakan pengertian izin pada da.samy~ mencakup s atu pengertian yang 

sangat kompleks .J ait berupa hal y. ng membolehkan ses orang atau badan hu..kum 

mela: ukan sesuatu hal yang menurut peratunu1 penmdang-undangan harus m~mil k1 

izin, terkbih dahu1u. maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya terst:but 

Menuru Prajudi 1 dmos dirjo, mengat an bah ·a izi ( 1ergunning) ad, !a;. 

_ uatu penetapan yang merupakan disp..,nsasi daripada suatu la ang_ n oleh undang-

undang".2 

Pada um mnya pas i undm g-undang yang bersang':ut n berbunyi : · r i .arang 

tanpa izin memasuki area /lokasi ini". Sei· njutnya iarangan te sebu1 dii uti dengan 

rincian daripada yarat-syarat, kriteria dan se' againya yang perlu dipenuh1 okh 

pemohon untuk mempe oleh dispensasi dari lam g<rn ters bu1, dis rtai deng.rn 

penetapan pr ,sed atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejab~t ad1nm1strasi 

ne~ ra ang bersangkutan. Menurut 1 Jt ech sebagai , ;.u1a dikutip oleti Bachsm1 

Musta.I~ 

'Bilamana pembuat peratura bdat un1umnya meiarang suatu perbuat 11, t .tapi mas1h 

juga memperkenankannya asa1 saja diadakan ecara yang ditentukan untuk masing· 

2 Pr Judi A mosudirjo, Hukum Adminis:ra.si Negi Ghalia Indonesia.. Jak -rta, l 98 ! , hal 
94 
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masrng hal konkret, rnaka perbuatan ad inistra · negara yang mcmpcrkenankan 

perbuatan tersebut b rsifat suatu izin vergunni gf.' 

ata perizina ita pernleh atau kita dengar dn • epint.as lalu kata ·rmnan 

mengandung arti 1ang derha.'la yaitu pemberi n mn t ·rhadap s ... su tu yang 

berkaitan dengan aktivitas tau keg1 ta~ nwnun bil kita lusuri lebih jauh mengena: 

~"'ngertian perizi an itu tidaklah semuda, apa yagn kita sebutkan tadi. L 1 apa 

sebenarnya perizinan tersebut. 

Perizinan adalah salah satu bentu pelak anaan fungsi pengaturan b r i fa 

pengendalian yang dimihki oleh pemerintah terhadap kegiata..'1 _ ang ilal ukan oleh 

rnasyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran r komen 

s rtifikat, penentuan kjota dan izin melaksanakan sesuatu usaha yan° hiasanya . aru.c; 

dim .li1 i atau diperole suatu ort,1<lnisasi perusahaan atau ses ·oran sebelum yang 

ersa,.'1gkutan dapat elakukan suatu kcgiatan atau ti dakan yang dii 1 .n. 

Sete1ah kita memahami arti daripada perizinan maka imbu sua.u per-i.anyaan 

apa yang dima.\sud dengan hukum perizinan ? Hukum perizinan ad.al h : : tentuan 

yang berkaitan dengan pemberiru1 izin arnu bentuk lain yang berkaita..rJ dengan itu 

yang dike] uarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian iz· n .ersehut 

me!ahirkan hak bagi pemcgang izin untuk bern.! t ivitas. 

Hukum perizin n erupakan huk ublik yang pe1aksanaannya dilakukan 

oleh pemerintah bai pe erintah di pusat maupun di dae·rah se a i aparatur 

3 Bachsan Mustafa, Sistem Huk8im Administrasi Negara ill '?nesia, Citra Adit; Bakti. 
Bandung, 200 l, ha!. 80. 
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penyelenggarnan negara mengingat hukum perizinan ini berkaium ·engan pemerintah 

maka mekanisme media dapat dikat' lrnn bahwa hukum erizin n te asuk dis1plrn 

iJmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata P merintahan eperti yang kita 

k tahui pemerintah adalah : seba ai pemb" aan 'an pe gendalian ari ma::.yara~ - at 

dan salah satu fungs " pemerintah di bidang mbinaan dan pengenda!"an 1zin daiah 

pemberian izin kepada masyarakat n or ani asi te entu ya g merupakan 

mekanisme penge dalian administratif yang harus dilakuka di da! m praktek 

pemerintaha . 

Jadi fungsi pemberian izin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang 

dilaksana..'lcan oleh departemen sebagaimana tercantum dala.rn Pasal 3 ( 1) Keppres 1 ro. 

44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyel.etrngarakan fu 

kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan tekni . pernberian 

b"mbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan 

lli'TIU.'11 yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan pe aturan penmdang-undangan 

yang berlaku. 

B. Jeni chm Bentuk Izin 

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibagin1 a k d am 1ga 

bahagian bentuk perizinan (vergurrning) yaitu : 

1. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (Deiegenlijke). Dasa perni1·iran 
mengadakan penetapan yang mempakan lisensi irij ia1ah bahwa h i-hal yang 
dillputi oleh !i er.si diletakkan di. bawah pengawasan pem •rintah, untuk 
mengadakan penertiban. Un pamanya : lzi n perusahaan bioskop. 
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2. Dispensasi, ini adalah suatu pengecua!ian dar1 ketentuan umum, dalam hal mana 
pembuat undano-undang sebenarnya dalam pnns1pnya tidak berniat 
mengadakan pengecualia_ . 

3. Konsesi, di sini pemerintah menging1 nkan s ndiri dan menga jurkan a 'anya 
usaha-usaha industri gu!a atau pupuk dengan memberikan fas ilita. - fasilita!· 
kewena_ngan dan , ewajiban. 

Contoh: Konsesi pengobatan minyak bumi 
Konsesi perkebunan tebu untuk industTi gu a.4 

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar janga 

terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas 

tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab t idak mendap t izin 

dari pihak yang berwenang. At u dengan kata lain untuk m nghin ·a i d ri b rba •ai 

kemungkinan ang akan terjad.i yang dapat menimbul an kere ahan ·epada 

, 1asyarakat atau dapat m rugikan kepentingan orang la in i.k ngan tanpa hak at.au 

secar tidak syah yang ditetapkan b rdasarkan peraturan perunda. g-undang~.n yang 

berlaku yang diberikan oleh pejabat yang benvenang untuk i 

Jadi izin adalah merupakan keteta an p merintah untuk me etap -an atau 

melaku a sesuatu per ua: an yang dibt, 1arkan ol .h undang-u .dang, atau pera.uran 

ya .g berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin ada1ah : 

L Secara tertulis 

Bentuk iz·n secara tert lis merupakan suatu bentu ' perizinan ang diben kan 

oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang se u i izin yang 

4 Muchsan, Pengantar: ukum Admiuistrosi Negara l mi.m:esia., Liberty, Yogyakarta, 1982. 
hal 12. 
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dimintakan, serta penuangan pemberian izin diberi an dalam be tu tertui1s dan 

ditandatangani o eh pihak yang berwenang di instansi ter ·ebut. 

2. Denga !1 llsan 

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dal m ha l pengc'uaran p ndapat di 

muka umum. Bentuk izi..'1 dengan hsan pada dasamya hanya dilaku:an oleh 

suatu. organis21..si untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasn 

tersebut kepada instansi yang berwenarnz. Bentuk izin dengan lisan ini han.'n 

herfungsi sehagai suatu bentuk pelaporan . emata. 

C. Pihak-Pihak Y3. o Berwem:rng Mengeiuar!ia n b in 

Secara langs 11g pada bagian ini dapa dikatakan pihak yang be vcnang 

mcngcluarkan izin ter ·cbut adalah Pemerintah. Hanya .aja da la m ha. yang d mikian 

hams dapat diiihat izin ya.ng bagaimanarah yang dimohonkan eh masyara, at, 

sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yan) ber.ve rnng 

mengeluarkan izin tersebut. 

Misalnya izin keramaian atau izin mengel u.arkan pen<lapatan di . uka umum, 

maka izin te. sebut di dapatkan mel lui kepo1 isi~ 1 setempat di 1a .a keramaian k n 

di la ukan. 

Dalam kaj1an pihak-pihak yang berwenang mengd uarkan izi, maka dasam\a 

yan perlu dikaj i adala , kedudukan aparatur pemerinta'i : ang melakukan tugasnya di 

bida g ad • inistrasi n gara emberian izin ep d~ ma!;yarakat. 

Agar aparatur pemer:in ah ebagai bagian d.:1 ri unsur adm inistrasi negara dapat 

melaksanakan fungsinya, maka kepad::rnya harns diberikan keieluasaan. Keleluasaan 
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ini langsung diberikan ol h •ndang-undang itu s .ndin kepada penguasa s .t mpat 

Hai seperti ini bi· sanya disebut dengan keleit "'saan delegasi 1-·epada pcmL·nnt.ih 

s~perti Gubemur, Bupatl/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar 

kebijahanaan. 

Di samping kel luasaan tadi, kepada aparatur pemerintah se aku pe!aksarn 

fungsi dalam administrasi negara juga dib rik- n suatu pembatasa11 agar pelaksanaan 

perbuatari-perbuatarrnya itu tidak menjadi apa yang d1sebut sebagai "o 1rechtmati3 

overheaddaat". Set idaknya pe buatan itu tidak boleh meiawan hu am bnik 'onrnl 

, aupun .latefrL Tidak boleh melampaui penyelewer gan • e\ 'enangan men rut 

undan -undang (kon.petentie). 

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan Adn inistras· Negara/Pemcrmtah it 

dalam b ntuk membe1i kan izin s"'cara garis besar 'iapat dibagi atas : 

l . ,Perbuatan membuat p raturan 

2. Perbuatan melaksanakan peraturan 

mentara itu menurut Va Poelje se:. agaimana dikutip ictor Situmorang 

perb atan administrasi n gara/Pemerintah itu adalah sebaga) bcrikut : 

I. Berda"arkan faktor (Feitii: ke handeling) 

2 Berdasarkan hukum (Rech Hru dehng) 

a. Perbu.atan huk.rum privat 

b. Perbuatan hukum pu lik, yang kemud1::in perbu tan in· dapat di a.gi atas . 

l. Perbuatan hu lm publik ya_ng ~cpihak 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 



2. Perbuat.an hukum publ"k yang rbagai p h k 5 

Ke .u<lian Amrah Mu ·h . in ngatakan hahwa dalam bi · ng ch..;.ekuti r uda 2 

(dua) macarn tindakan/perbuatan adm 'nistrasi nega a/pemerintah,: ·1 i : 

1 
!. Tindakan-tindakan/perbuatan-perb atan 

menimbulkan akibat-akbat" ukum. 

yang secar . tidal· la gsung 

2. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara lang~un m .nimb· .kan 

akibat-akibat hukum. 

P ndapat lain tenta.1g perbuatan hukum dari admini trasi negara ini a alah 

seperti yang dikemukakan oleh Prajud1 Admosudirjo. M nurut iya perbuatan itu 

di agi ke dalam 4 ( empat) macam perbuatan hukwn administ ·as · neg ra, yllkni : 

1. Penetapan (beschiking), adm .nistrnt"vc direction). Sebagai perbuatan _epih k 

yang bersifat administrasi n gai--a dilak 1 n oleh pejabat au · nstansi penguasa 

,(negara) yang )envenang dan berwajib khu u untuk i u. Perbuatan huk um 

tersebut harus sepihak: ( eenzijdig) dan harus ersifat administrasi negara 

Artinya reahsasi da1i suatu ehendak atau ketentuan ·nda.11g-undang secara 

nyata kasual, i ndividu .. 

2. Rencana (Planning) 

~lab satu be tuk dari perbuatan Hukum Admi istrasi egara yang 

menciptakan huhungan-hubungan hukum (yang mengikat) a .tara enguasa dun 

para warga masyarak.at 

5 Victor Situmorartg., !Jasar-l>tm1r Htlkum Administro.si N gara, Pen · rbit Bina A· sara. 
Jakart 1989, hal. 4. 
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3. Norma Jabatan (Concrete Normgeving) 

Merupakan suatu perbuatan h kum (rechtshandeh .g) dari pengua-.a 

admini trasi negara · tuk membuat agar supaya suatu ket ntuan unda g­

undang mempunyai isi yang iconkret an praktis sert" dapat diterapkan menurut 

keadaan waktu dan tempat. 

4. Legislasi Semu (Pseudo Wetge in ) 

Ada.la penciptaan dari aturan-atunm hu ·um o eh pejab~ t d1 inistrn. t ncga 

yang berwenang seben rnya dirnak ·ud ' Un se gai pedoma·i 

pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-und.a.ng) ak n tetap: 

dipublikasikan s ... cara meluas.6 

Mempe hatikan batasan, ruang lingkup erta perb atan· rb a• n an 

Administra i Negara di atas jelasl~~h bahwa Hukum AdJninistrasi Negara i u a al · h 

merupakan su.atu perangkat kete tuan yang m"'muat sekaligt.s m m eri kan cara 

bagaimana agar organ-organ di dalam suatu rgani sasi ang Jazim disebut "n ga1 " 

dapat mel.aksanak8.A'1 fungsi dan kewenangaru1ya demi tenvujud .ya '.matu tuj n yang 

dikehenda i bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acap Ji k1ta 

menyebutkan bahv.ra p ristiwa~peri stiwa pada saat kewenan -an aparet r pemcri.nt h 

direncanakfu1 dan dilaksanakan sebagai suatu "Keputusan Pemenn h". 

Seianjutnya menurut Hukum dminis' asi Negara bahwa Pem"'iintah itu mempun ai 

tugas- ugas istimewa, yakni tugas yang dapa dirumuskan secara s1ngk t • ebagai 

suatu tugas "Penyelenggaraan Kepentingan Umwn". 

6 Prajudi Admosoedirjo, Op. Ci!, ha!. l 02. 
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Ketentmm-Ketentmm M ngena· Massiah Perizirum 

Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya rnerupakan perbua n 

hukum publik yang bersegi l (satu) yang dilakukan dengan eten uan y ng bcrlak u di 

lingkungan instill i pemei 'ntahan yang mengel uarka.'1 izin ters but. hingg, 

membic;;i.rakan ketentuan-ketentuan rnengenai rnasalah perizinan am at I uas skalan ·a 

karena beranekaragamnya jenis izin yang dikeluarkcin sesuai dengan k u ukan 

m sing-masing instansi pemerintahan itu sendiri . 

Tetapi meskipu. demikian s cara umw dapat dikatakan k tentuan-ke cntu n 

mengenai rnasalah perizinan tersebut merupakan pekcrjaan pemerintah dalam be tuk 

yata (konkret) yang divr11judkan da am peri-ua n mengeiuarkan ketetapan yang 

mempunya1 ciri konkret artinya nyata megatur orang tertentu yan disebutk 

ide titasnya sebagai pemoho 1zm · nt k memenuhi ketent an-ketentuan ;ang 

ditetapkan pemerintah agar seseorang t rsebut dapat dibe. ·kan izin. 

K tentmm·ketentua. yang umum dib rikan daiarn ha1 p g rusan izin n eliput1 

Identitas pemohon 

Termasu. nama, tempat tanggal lah ir, sertn dom1 ·i i 

2. Tujuan permohonan 'z 'n 

Hak ini di gantungkan kepada jeni. yang dimohonkv11, seperti lMB maka tuj uan 

permohona.'1 iz.in tersebut adalah agar pemohon dapat rnelakukan aktivitas 

kegiatan pembangunan sesuai izin yang di ohonk 
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3. fviasa berlaku izin 

M ·mpakan sua ·u ket t ~ran oieh instansi yang mengeluarkan izin tcr!-iadap masu 

berlaku objek yang dimohonkan izin. 

Dalarn hal ini dapat dimisalkan pemberian Izin Mendirikan Banguna (I B} 

kepada seorang tertentu yang hendak men irikan bangun n di laku 'tui rdasarkan 

ketentuan-ketentuan dari Hinder Ordonru1tie • tb. 1926 No. ? 6 (Pa al J a t ( l) . 

Seba.gai contoh Jainnya : Bou'Wvergun:n1ng atau izin men irik 1 bangunan itu 

d 'b rika..'1 berdasarkan u.ndang-undang gang&,ruan (hinder ordonantie) tah n 1 26 .,t 

1926 - 226, yang mama pada pasal l ayat (1 ) ditetapkan secara terperinci objek- bjek 

ma a tidak boleh didirikan tanpa izin dari pihak pemeri ntah, yaitu objek b 'ek ang 

dapat menimbuJkan bahaya, kerugian clan gangguan-ganggua bagi b ngunan 

s eli lingnya. 

)adi maksud pasal ini adalah bahwa untuk mendirikan bangunan har ada ·zin 

lebih dahulu dmi pihak pemerintah. Dengan pa5al ini d pat puia dibuat ketentua 

dalam hal pemberia izi.n rnendirikan bangunan bahwa angunan tersebut tidak 

menimbulkan bahaya, \erugian, dan gaw1 guan bag1 bangunan lainya. Misaln)a 

dalam ketentuan i AB dilarang mew irikan ber gkd b , i ch sebelah rumah s -it scbah 

hal i ii dapat menimbulka gan guan-gangguan k pada para pasien y g ach di 

rum.ah sakit terseb t. 
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BAhIH 

Untuk dapat meningkatkan derajat ke ehatan masyarakat, banyak ha! yang v.:r1 u 

dilakukan. Salah satu dia.i1.taranya Jang ipandang .empunyai peranan ~ ang cukup 

penting ialah meny -1enggarakan pelayana k sehatan. ~dap in y rig dirn k.sud 

dengan peiayana.n ke"'ehatan ialab : 

"' etiap upaya yang dise1enggara an secara se idiri atau secara b rsama-~.am dala1. 

slIB.tu rganisasi untuk memel"hara dan meningkatkan ,ese. tan, mcncegah dan 

menyembuhk<tn . enyakit erta memu1ihkan kesehatan pc eor' ng·rn, k ·luarga, 

kelompok ·an taupun masyarakat". 7 

Agar pelayanan kes hatan dapat mencapai tuJuan yang diingin' ·an, hanyak 

syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud palirg t1dak me, ca ·up delar.an 

al pokok yakni tersedi (available), wajar (aprropnate), hcrkesinamhung! n 

(co 1tinue), dapat diteri . a (acceptable), dapat dicapai (ac esible), dapat 1'1Jangkuu 

(affor able), fesien (effidient) serta bermutu (quali ty I. 

Kedelapan syarat pe1~·yanan kesehatan ini sama pentjngnya. Nam i pada akhir· 

akhir ini, dengan makin maj"nva ilmu dan tekno!ogi kedokteran, serta ma.km ba1knya 

tingkat pendidikan serta keadaan sosial ekonomi m yarakat, tampak s.-ara1 nrntu 

ma.kin bertambah penting. Muda dipaha _ j karena pabiia pelayanan kes h 

7 Azrul Azwar, Ji.le ijaga Mutu Pelayarum Ke!iehaian, Penerbit Pustaka Sinar Harapan. 
ia.ka.rta. (s lanjutnya isingkat Dr. H. Azrul Azwar, MP} . n), i 9Q6, hal 1. 
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yarig bermutu dapat diselenggarakan, bukan saJa akan dapat mcmpcrke 'll 

kemungkimm timbuinya peihagai resi l o (risk) karena p~nggunaan kemujuan ilmu dan 

teknologi, tetapi sekaligus j uga akan dapat memen 1hi ke utuhan dan tumutan 

kesehatai1 masyarakat (health ne d · demand) yang makm hari tampak semakin 

meningkat. 

Sebenamya j ik memhicara-1<.an e:layanan kese atru.. pengertian yang 

terkandung di dalamnya sangat luas. Sebagai akibat dari lua nya pengerti n sehat, 

maka terdapat b rbagai kegiatan yaJ1g sekalipun tidak berhubungan langsung dengan 

kesehatan, tetapi karena dampaknya juga ditemukan pada kesehatan, n en 1ebabk n 

berbagai kegiatan tersebut seyogianya harus turnt diperhittmgkan. 

Kegiatan-kegiatan seperti ini, yang dikcna1 dcngan nama health realted 

activities banyak maca,,mya. Misalnya keg1atan pembangunan perumahan, 

engq,daan pangan, perbaikan li ngkungan pemukiman dan lain sebagainya. Tentu 

mud.ah dipahami jika kesemua kegiatan ini tu..rut di r.erhitungkan, 1 ' .an di mukan 

banyak kesuiitan Pengelo1aan pc1ayanan kesehutan akan menjadi sangnt luas da n 

ko .pleks. 

Untuk mengatasinya telah diperoleh semacam k sepakaum bah~.va pcmbi raan 

te tang berbagai kegiatan daiam peiayanan kesehatan cu ' UP dibata i hanya pada 

ke ·ata,'1-kegiat.::i.n yang berhubu gan langsung dengan penerapan ilmu dan knologi 

kedokteran saja. Kegiatan-kegiata· yang seperti ini, popu1er dengan sebutan 

pelayanan kesehatan (health services). 
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---~-------------~------------·--·----·· ····-·-- -- -

Sebagaimana diuraikan perihal pengertian peiayanan kes"'hatan ters ,but i atas. 

segera mudah dipahami bahwa bentuk dan j nis p layanan e e hat n ya g dapa 

ditemukan ban.yak macamnya. Karena kese ~ uanya in· a.ma di tukan o eh : 

l. Pergorganisasian pelayanan, a akah dilaksanak n secai s ndiri atau bersanr -

sama dalam suat:u organisasi 

2. Ruang lingkup, pakah hanya mencakup keg 'ata.;1 pemelih raan kese a n. 

peningkatan kesehatan, penc g han penyakit, penyem. utan penyaki , 

pemulihan kesehata.n atau kombinasi dari padany·. 

3. Sasaran pelayanan kesehatan., apakah tuk pe seorai gan, keluarga • elompok 

ataupun untuk mas arakat secara keseluruhan. 

Seka1ipun bentuk dan jenis pelayan.an kesehatan banyak macamnya namun j1 

disederhanakan secara umum dapat dibeda. at atas dua bentuk dan jen is pelay ·nan 

keseh,atan tersebut ialah : 

1. Pelayanan Kedokteran 

Pela anan kesehatan yang termasu dalam kelompok pJ yanan kedoktera . 

(medical services) ditandai dengan car g dapat hersifat 

sendiri (solo practice) atau secara 1 e. ama-sama dalam satu rg 1sas1 

(institution), tujuan t.itamai1ya untuk m nyembuhk n penyakit dan memulihkan 

esehatan, serta sa arannya terutama untu perseorangan dan keluar a. 

2. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pelayanan kesehatan yang tem1asuk dalam kelompok pelayarum k . ata 

masyarakat (public health service ) ditandai dengan cara pengorg nisasian ) ang 
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umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utam, nya un u · 

memelihara d.an meningkatkan kesehatan serta m egah pen_ a 1t, s~rtu 

sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat 

Di dalam msur pengorganisasian pelayanan edokteran t rdap t su tu u sur 

k lelu saan dalam memilih suatu pengorganisasian yang · ngin diterapkan, anJ 

ditemukan di negara dimana pera serta swasta cu up b"sar Yang dimaksud dis.ni 

dengan keleluasaan dalam memilih suatu pengorganisasian yang ingin it rapkan 

ialah kepada pihak yang ingin di layani oleh dokter maka k pada pa, ien tersebut 

dipersilahkan kepada dokter yang bagaimana ia meminta p Inyanan ersebut agar 

penyembuh.an dan kepentingannya atas penya ·itnya dapat teratasi. P nyaji 

berdasarkan ketentuan pada sub bab ini ada.lah penting karena dokter eb ai p g wa 

tidak te+iap juga harus difungsikan kepada ma yarakat, da.n masyarakat beb s memilih 

dokter yang mana melayan.inya. Jadi j ika konsep pegawai tidak etap mak · ajih 

er:ja bagi dokter pegawai tidak tetap merupakan kesia-si an saja. 

Ada pun variasi dari pengorganjsasi n pelayanar1 kedok · cran te , eb• t dapat 

dibeda an atas : 

1. Jika ditinjau dari penggur..aan ilmu dan teknolobri modem, mak pe!ayanan 
kedokteran dibedakan atas : 
a. Pelayanan kedokteran tradisional ialah pelayanan yang di laksana n 

o1eh tenaga kesehatan tradisional ( d kun, tabib ). Bent' k pelayanan 
yang seperti ini, t rutama di temukan di negar~ yang seda • 
berkembang. 

b. Peiayanan kedoktef"c:111 modem, ialah pelayanan kedoktera.n yang 
dila ksa. akan o1eh tenaga ke ehatan yang men apat latih n dan 
pendidikan ilmu dan teknologi kedokteran n odem .. 
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2. Jika diti jau dari t1ngkat pendidikan atau keahlian para pei s na yan) 
membcrikan pe!ayanan maka pelyanan kedo ·tcran da, at d i dakan ,as 
a. Pelayanan kedokter· n yang dila.ksanakan oleh ten, g, yang t1dak 

m nda at pendidikan ilmu te tang p ndidikan kedokteran tradis · nal. 
b. Pelayanan kedokteran yang ilaksanakan oleh pa runedik, s peni 

perawat, bidan dan mantri , 
c. Pelayanan kedokteran yang dilaksanakan o eh suatu dokt r umum 
d. Pelayanan kedokteran yang di la ·sanakan oleh okter spesi lis, y ng 

dapat pula clibedakan atas : 
1. Diiaksanakan o eh atu macam spe iali aja 
2. D ilaksanakan oleh le >ih dari a u bermacam spesialis 

3. Jika ditinjau dari jurn1ah tenaga yang m 1aksanakan KP ·1 pela;anan 
tersebut maka pelayanan kedokteran dapat d.ibedak.an atas : 
a. DilaksanakaJ1 oleh atu era.rig (solo practice ) 
b. Diia.ksanakan oleh lebih dari satu orang (gr up prac ice . ang 

dibedakan pula atas: 
l. Tercliri dari satu macam keahlian, n i alnya hanya ara dokter umum, 

'okter mata dan lain sebegai nya . 
2 . Terd iri dari lebih satu macam keahlian mis lnya 1 raktek be . am a.hi! 

bedah da.n ahli penyakit dalam . 
4. Jika di injau dari cam mengobati keahlian misalny pelayamm 1 edo teran 

dibedakan atas : 
a. Hanya satu macam masalah kedo teran saja, misalnya I yanan 

edokteran untuk ibu h mil. 
b. Lebih d.ari satu macam keseha • n saja, d.an untuk ini dibed k p ia a 

1. Pela anan tidak !engka , rr isalnya ha.nya m !ah anak-an 'lk dan 
'b h ·1 . l u . am , sa3a. 

2. Pelayanan lengkap yakni meliputi pelb gai mas la.h kedo teran 
yang mungkin diderita seseo1 ang. 

5. Jika d.itinjau cara mengobati penderita, 1 aka layanan · d kteran dapat 
dibedakan pula atas : 
a. Pelayan.an berobat jalan seperti yang d.ilak · nakan dipoli linik 
b. Pelayanan yang rnenyedia."an pula pe awaran se ert· yang ditemukan ii 

rumah sakit. 
6. Jika d.itinjau dari segi pembayaran yang diterapkan, maka pelayan n 

kedokt ran dibedakan atas : 
a. Prerni dih!tung per kepala, jadi jika atas dasar masalah kes hatan yang 

ditangguhkai.'1 . 
b. Premi di itung atas dasar masalah ke ·ehata.n yang ditangguhkan 

7. Ji a ditinjau dar1 peran n fasilitas ke ·ehatan dalam menv<>, 1b hkan 
pendent.a, maka pelayanan kedoktera. dapat dibed.al an atas · 
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a. Pelayanan :- inik, yakni yang berhubungan langsun ·. cngan p ·n d 1atan 
penyakit. 

b. Pelayanan non-k:1i riik, ya..'<ni yang dia guap berm nfaat ' tau 1ang 
menunjang p"'kerjaan k"inik misainya pelayana.'l di laboratorium.11 

r.~1asih banyak ma.cam pembagian l unnya dari pengorgamS" Jan p,.-elayanan 

kedokteran yang dikenal, yang kesemuanya tergantung dari sudut mana pem ahc.san 

dilakukan. 

Pengorganisa i, n pelayanan kedokteran berbeda-beda tetapi dal 1 any k hai 

yang di. aksud tidakl.ah berbeda- . da banyak seperti hAlnr pembag1an da i 

penggunaan kemajuan zama:n akan ilm· dan t rnologi k doktemn odem pada 

dasamya identik deng n pembagia.n menurut tingkat p""ndidikan atau . ea .ii!n ara. 

pelaksan yang member ·.."an pelaya."la.11. 

Karena banyaknya cara pembagian yang dapat di kai, men_, ebabkan senng 

ti buI ketidaksepakatan <lalarn membicarakan ~ 1gorgamsas1an ...,la .. n n 

kedokreran tersebut. Untuk menghin ari ha1 in· 'i ~rkenanka, lab ara p r.i mgian 

yang agak mendasar, ya..lm1 atas dasar kem ... mpuan yang dapat '~iiakuka olch ma.sing·-

masing organi asi atau fasilitas kesehatan yang sa na-saJlUt me .p mya · kemampwm 

tertentu, dim.asukkan dalam satu kelompok, demikian pula untuk esehaum la· nn" . 

Macarn pengorganis"'sian pe "yana. kedok1 ra .• menurut ke1 am 1 an ang dapat 

dila ukannya da at dibedakan atas tiga, yakni : 

1. Pelaya.11an kedokteran ti 1gkat pe ama, ia.lah p-er gorganisasian pelayru an 
kedokteran yang me1a..1<sanakan akt1vi as keseh~tan guna m ... me 1uhi 
kebutuhan dan t ·ntutan d sar da i masynrnkat k tivitas i1 i yang 

8 ahmi Saifuddin, D, Perem:cutaa.n Sistem d1tr. engorgar.is'1$iar. Pelayanan K~·~•an. 
Mimeogmf, lA.K.\11, Jakarta, 1979, hal. 73. 
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di la sanakar dan ber ifa · sederhana umumn a ber bat j'1la 1 dan 
di1a sana. an oleh par medi. a au \eh doktei. 

2. P I yanan edokteran tingkat ke ua ialah ngovganisastan p layana 
k doktera yang melaksanakan aictivitas kedokteran yang ,ebih uas. D1 sm1 
telah terdapat fa.silitas pera. atan d.an tenagn pe ak.sana lazi nya ok er 
spesialis. 

3. Pelayanan kedokteran tingkat ketiga ialah pengorg nisasi ayanan 
hdokt ran melaksanakan aktivitas k do. teran lebih komple.- .9 

Untuk mcnjamin dapat terca 1 ainJa tuj uan dar· pelayanun k\!do ·tcrnn vang 

di lakukan tersebut, yakni men· ngkatkan keschatan ma ·yarak t kesc uruhan, m ka 

pelbagai, macam pe gorganisasian pelaya.nan kedokteran yang ada di masyarakat. 

hamslah mempunyai hubungan kerja antara yang satu d ngan yang ' ainnya. 

Disini1ah 1etak pennasalahannya, karena dibanyak negara, .erutama ' n pela. u an 

kedok.teran di dominasi oleh swasta., hubungan keria ini jaran.g ditemukan, dan . alah 

ti bul pertentangan antara satu dengan yang lai1 nya. 

Dipastikan jika tidak ada peng rg~msas1an pel yanan kedokt an fdak ad 1. 

hub 1ngan kerja dengan suatu pengor anisasian r · ayanan kedok eran lainnya. ak n 

timbul beberapa per oalan misalnya; 

1. r 1enyulitkan masyarakat, karena masyam} at tida.\ tahu harus bero' at 
kemana apalagi jik.a kebetulan setelah mengunjungi dan berobat cu! up lam 
pada satu fasilitas idak. sembuh-s mbuh. 

2. Cenderung akan mem ·rtinggi biaya · emb t, yan di ebabkan dengan 
terjadinya ke 1p ,isi da1am 1 l 1'.dcngkapan fasili as, pada hal 
pemanfaatannya dari fasilitas terseb i amat terbatas sehingga modal yang 
t !ah ditan diperhitung .an pada "rif be ob t. 10 

9 Azrul Arwar, Op. Cit, 1996, hal . 1. 
10 G. Sih mbing, Das-tu·-<h.wu Organisasi tla Proses Adminiitra.vi J; Rid ng Keserwtrm 

Masyfm Uwt, Mimeograf, FK-Ul, Jakarta, 1978, haJ. -s. 
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Dimana negara yang peranan pe. erintah adalah utam , maka up ya untuk 

menja!in erbagai pengorganisasian pelayanan edokte an lebih mudah dilakukan. 

yakni roelalui peraturan tertentu yang di'·eluar an khususnya untuk itu. Jalinan 

kerjasama ini lazimnya disebu sebagai sistem jukan yakni k rja sama timba! ba i 

secara vertik:al ataupun horizontal an ra b 0 rbagai satu at.au ti n kat 

p._.,PTigorganisas1an 1a1n ya yang lebih tinggi, sedangkan kerjasama t. rizontal ia h 

kerja sama antara fas 'litas kedokteran yang sederajat. 11 

Untuk Indonesia pengertian rujukan diatur dalam SK. Menke No. 

032/Birhub/7" tahun 1972 yang menyebutkan rujukan seb gai suatu isten 

penyelenggaraan pelayana kesehatan yang melaks nakan p limpah:e.n 

tanggungjawab timbal ba ik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan 

secara ve1il.kal daJam arti dari unit yang berkemampuan kurang pada unit yang 1 b ·h 

mamp atau secar hor'zontal dalam arti antara unit-uni. yano setingkat 

kemampuannya. Adap n kegiata 1 ruju an yang dimaks d 1eliputJ : 

1. Pengirin an pasien yakni pengii.; .an p-<:bien unit k seh tan '8.rl1:> kurang 
lengkap ke unit yang lebih 1 ngkap unluk mem eroleh pelayana ng leb1h 
sempurna, dan kebalikannya pengcmbalian pasien k unit se 1ul yang 
mengirimkan untuk diberikan tinda .. 1anju serta penga rasan e rlunya. 

2. Pengiriman ilmu pengeta.tiuan, :r 'ni pengirima 1 dokt r-do rter ahli n 
profesi lainnya., untu.\ mengadakan kunjungan kons-ultasi, observasi, te p1 

3. Bimbingan serta diskusi, cerrunah dan lain sebagainya a.tau pe girima 
tenaga kesehatan dokter atau b 'dan dan lainnya dari PUSKES Sa au RS 
Kabupaten!Kotamadya ke RSU Provinsi, untuk mengik l · latiha.n 
ke rampil n dan tambahan pengetahuan dalam sa J bidan0 1 ;anan 
med.is spesialis. 

4. Pengiriman bahan pem _ "ks.aan iaboratorium ya.rni pengiri an baJ an-bahn 
1 b ... ratorium ke 1a torium yang lebih 1en~kap 1agi untuk pemeriksaan 

11 Azrul Azwar, Op. Cit, hill. 6. 
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bahan-bahan dimana bahan- ahan itu tidak dapat diperiksa ol h unit yang 
mengirimkannya dan atau seba0 ai ont o1 pemeri ·saan terh 'ap hns1 l yang 
diperiksa oleh unit yang mengirim. 12 

Agar sistern ruj ukan itu betjaian dengan laocar maka selanju ny DEPKES 

meiakukan klasifikasi pelay nan k.::.do _teran yang terdapat di tanah ai r. Oiehnya 

pengorganisasian pelayanan kedoktcran di tanah · ir dib da an atas b O(:ra ) ma ·am 

yakni : 

L Pusat kesehatan masyarakat (P1 JSKESMAS), ialah suatu kesatt n 
organisasi kesehatan yang langsung rnemberik.an pelayanan i·eseh t n 
secara menyelwuh dan terintegrasi ke a a ma yam· t ' i ;layah kerja 
yang cukup luas yang adang kala diperlukan fasilitas lainnya · ang aka 
membantu puskesm.as d.an ini disebut PUSKESM.AS pernbantu. 

2. RSU Klas D adalah rumah akit yang nemb rikan pelaya1 a. m dis urnum 
dan kesehatan gigi. . 

3. RSU klas C adaiah rumah sakit umum yang mem rikan pelayanan m di . 
umum dari med.is spesiahs dalam 4 bidang sp siali yaitu p nyakit dalam, 
kebidanan dan kandu11gan, ba.dan dan kesehatan anak. 

4. RSU klas B ada1 h rumah sakit umum yang memberikan p 1a nan m dis 
pesialisasi da1am semua bidang spesialisas i. 

,5. RS klas A ada!ah ru.mah sakit umum y ng membcri 1 .an pel y nan m 'di s 
yang spesiahsasi lu.as serta sub spesial isasinya. 

6. RS husus adalah rumah sakit yang memberikan l-' layanan mt-dis untuk 
satu macam masaia' kesehatan aja, sepert i RS K usta, R. dan RS 
Mata.13 

Dari uraian-uraian di atas dapatlah dil ihat bahwa sistem pelaya n kedokt ran 

di Indonesia menitik beratk.an pa ktivitas PU KESM S, s bab pada idang inilah 

masyarakat berhadapan langsung dan mempuny i wila ah ke~ja yang de t seka, i 

dengan masyaraka, esudah dari PUSKESMAS inilah ijalin hubungan rum h sakit 

di atasnya d.an begitu juga seterusnya. 

12 Direktorat Rumah Sak.it Departemen Keseh tan Republik lndonesra, Perattan RujMkan 
.Rutrwh Sa1'it, Mj meograf, Jakarta, 1978, hal. 32. 

13 Azrul Azwar, Fungsi Perencnmum Pdt1 PUSKESMAS, M dia · ssculariu. Okt obrr. 
Jakart , 1978, hal. 21. 
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Rumah Sakit Sebagai u sur .Pehayamrn Kesebatan 

Batasan rumah sakit banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang dipandang 

penting adalah : 

l . Ru ... '1la.l-i sakit adalah suatu rganisasi yang melalui t ag me i p fesional 
yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen me yele gg rakan 
pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambu g n. 
diagnosis serta p ngobatan yang dideri a oleh pasien. 

2. Rumah sakit adalah tempat dimana orru g sakit m ncari dan men rima 
pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan khni · untuk 
mahasiswa kedokteran., perawat dan berbagai tenaga profesi kes hatan 
lainnya diselenggarakan. 

3. Rt.mah sa.kit adalah pusat dimana pelayanan kesehatan ma yarak , 
pendidikan serta penelitian kedokteran di elenggaraka, . 14 

Da..ri batasan ini segeralah mudah dipahami bahwa fungsi da.Tl ·egiatan mah 

sakit pada saat ini memang sangat bervariasi sekaii. Se ungguhnya mmah sa. it pada 

saat 'ni tidak sama dengan ma a yang 1alu. Sesuai d ngan perkembangan j man, 

maka pada saat ini Rumah Sakit mengalami berbag i perkembangan ula. 

'Perl embangan yang dimaksud pal ing ti ak d p . t dibedak n atas empat acam 

yakni : 

L Perkembangan pada fungsi yang dimilikinya. Jika d.a' ulu fung i rnmah 
sakit hanya untuk menyembuhka.11 orang sakit (naso oium/hospital), m ka 
pada saat ini te!ah berkembang menjadj suatu pusat kese · tan health 
center). Dengan munculnya kebutuhan akan k sinambungan pel yanan 
serta perkembangan ilmu dan teknol ogi kedokteran, maka fungsi rurnah 
sakit pada saat ini telah n encakup pula pendidikan dan peneiitian 

2. Perkembangan pada ruang lingkup kegiatan yang di! uka.11ny . Jika dahulu 
ruang 1ingkup kegiatamwa hanya merupakan tempat beristirahat para 
musafir (xenodochium), tempat mengasuh anak yatim {phano phi um' 
serta tempat tingga1 o ang jompo (geronto ·p ium), maka pada sat ini elah 
berkembang menjadi suatu institusi kesehatan (health instil Jhon). Dengan 

14 A.zrul Azwar, Op. Cit, ha!. 2. 
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muncu!nya diverifikasi dalam kchidu an masyarak...at maka rnang hngkur 

3. Perkembangan pada masing-masing fungsi yang dimilt~.i olch rumah ~ak1t 
Dengan kemajuan i' mu da, te; riologi kedoktenm, .. aka fun 7Si _;elayana.n, 
pendidikan dan p-enehtian yang disdenggarakan oleh rum· 1 sakit tidak lagi 
pada h 1-hal yang sederharm saja, tetapi lebih mencakup pufa. hal-hai ya.ng 
spesialistik dan bahkan subspesialistik. 

4. Perkembangan pada pemilikan rumah sakit. jika dahulu n.unah sakit hanya 
didirikan ol h badan-bda . keagamaan, badan~ba6.m sosia (charitabel 
hospital) dan ataupun oleh pemerint h (public hospital), maka pad.a saat ini 
telah didirikan pufa oieh berbagai badan~badan :rwasta. Ruma.Fi sakit yang 
dahulu tidak pernah memikirkan mas"lai'1 untung ruJ.rj .c.arena semata-mata 
didirikan untli..1< kepentingan sosial dan kemanusia.an, pada sruit ini teiah 
berubah menjadi salah satu. kegiata:n ekonomi. Malah untuk yang dike-Iola 
oleh badan-badan swasta, kegjatan ru.mah sakit telah di1adikan sebagai sa!ah 

.... 15 -· -
satu usaha yang mencari keuntungan. 

Pada ta.hap aw-al perkembangru:.nya, yang dimaksud dengan masyar-.i!.<luit rumah 

sakit amat ~ederhana .ekalL P ... da tahap awa1 tersebut, rumah :.;akit sering d1kelob 

oleh satu a.tau dua orang tenaga dokter saja. ~.,fasyarakat rumah sakit ooda wak1u itu 
' . 

hanya para dokter serta pemakai jasa p..,layanan rumah sakit saja. 

P da tahap selanjutnya, ketika fu..ngs! rumah sakit mulai berkern ang da 1 

apalagi dengan berk mbangnya pula berbagai ;lrr u dan t k.nuiogi kedokteran., maka 

yang dimaksud dengan masyarakat rumah sakit tidak terbatas h- nya pada para dokt ~r 

d n pemakai ja " pelayanan saja, tetapi j iga berbagai tenaga k.esehabL! l~inn\'a 

Untuk kelancara.11 pelaya.nan., diperlukaJ1 tenaga perav1at dan 1·arena itu perawat 

sebagai bag1an dari te. ag kesehata:n., termasu..i\: dalarn masya..ra.lcat rumah sakit pula 

15 Ibid, ha!. 83. 
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Ketika pengeiolaan r !mah s it telah begitu maJem nya maka muncull · h 

Kebutuhan akan jenis tenaga lain. Pekerjaa -pe.-erjaan administras1, tel t t1dat 

mungkin lagi ditan ani oleh tenaga kesehatai1. Sedangka_ un. k men n ani ber aga1 

masalah tehnis, dibutuhkan pula berbaga1 kateg ri t .naga tehnis i. Tl! aga 

ad:ministrasi, tehn isi medis dan te misi non~medis, akhi rnya me ang turu t 

memperkaya pengertian masyarakat ruma sakit. 

C. Jen~s-Jenis R m · ~ aki 

'es •ai dengan perkembangan yang ialarni, pada saat ir 1 n1mah sak1 t dapat 

dibedakan atas beberapa jenis yakni : 

l. ~11enurut Pemilik 
Jika 'tinjau dari pemilik ya, rurnah sakit dapat dibeda' an atas du~ maca , 
yal<.J""li rumah sa1"it p merintah dan rumah sakit sw sta. 

2. Menurut filosofi yang dian ut 
jika dit injau dari fi losofi yang dianut, rumah akit d.apat dibPdakan at duu 
macam yakni mmah sakit yang tidak mencari keuntw1g n, dan mm h sak1 
yang mencari keuntungan. 

3. Menuru.t j enis pelayanan ang diseienggarakan 
Jika ditinjau dari jenis pelayanan yang d. elenggarakan, run ah sa' it dapat 
dibedakan atas dua macam ya.Y..ni mmah sakit umum j ik J m 
pelayanan kesehatan diselenggarakan serta rum.ah sakit k usus j ika anva 
satu jenis pelayanar1 kesehatan saja yang diselenggarakan. 

4. Menurut lokasi mmah sa.kit 
fka diti .jau dari lokasin a, rumah sakit dapat dibedakan a as bcberapa 
macam yang kesemuanya tergantung dari pembag:ian sistem pemenn.ahan 
yang dianut Misalnya rurnab sakit pu.sat jika lokasinya di ibukota n"".aa 
rumah sakit pro 1nsi jika letakk 1ya di ibuko a pr pins· dan beg1tu 
se erusnya. 
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Sedangkan di Indones:a rumah sakit dapa dibedakan tas dua m . m, ya1 u : 

1. Rumah Sakit Pemerintah 

Rumah sa. it yang d1 aksudkan disi i dapat dibedakan atas dua ma.cam, yakni : 

a. Peme1inta.h Pusat 

Pad.a dasamya ad.a dua macam pemerintah pusat yang dimak udkan srn1 

yakni : 

Departemen kese · ata..r1 

Bebera a rumah sakit langsung dikei la oleh Depart en Kes hatan 

misalnya Rumah Sakit Dr. Cip o Ma gunkusum di akarta dan K umah 

Sa.kit Dr. Soe omo di Surabaya. 

Departeme.n lain 

Beberapa departem n !ainnya seperti Dep rt.emen Pertaruur , Keaman n, 

Departemen Penambangan sert.a Departemen Perh ·bungan Juga 

mengelola rum.ah sakit sendiri. Peranan Departemen Kesr<!hatan di ini 

adalah merumuskan kebijakan pokok b"dang kese atan saj , ang haru 

dipakai sebagai landasan dalam meiaksan kan setiap upaya kesehatan. 

Bebe apa pengecualian memang dihenarkan asa1 tidak b e t nb1tln 

dengan kebijaksanaan pokok bidang kesehatan yang telah dirumuskan. 

b. Pemerintah Daera.>i 

Sesuai dengan Undang-Undang okok P merintah n Da rah No. 25 Ta.hun 

2004, maka rumah sakit-rumah sa it y ng berada di aerah di" 'ola l h 

Pemerintah daerah. Pengelolaan yang d.imak ud t ·dak ' anya d.alam bictmg 
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pembiayaan saj', te api juga dalam bidang kebijaksar1aan, S<!pcrti m1saln_' 

yang menyangkut pembangunar: sarana, pengadaan peralatan dan at upun 

penetapan tarif pelayanan. Peranan Departemen • esehatan disini adalah 

merurnuskan kebijakan pokok upaya e: ha tan saja, di samping da am bata. -

batas tertentu juga turut membantu dalam bidan0 pem ia a.an., ten a dan 

ataupun obat-obatan, yakni da1am rangku rncnjaia.l'lkan as perhu tan dan 

sistem pemerintahan di Indonesia. 

2. Rumah Sakit Swasta 

Kecuali itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 199_, 

beberapa ru.rnah sakit yang ada di Indonesia juga ike1ola o1eh pihak swasta. 

UndangGUnd.ang Pokok Keseh tan dan juga Sistern Kes hat:!m rasion· m mang 

mengakui adanya p ranan pihak swasta. Jik ditinjau dari perk mbangan .'ang 

di:ilami kini, rum h sa ... it swasta di Indonesi telah berkembang deng pesat. 

Sebagai akibat dari te1a, dii..enarkannya pe ilik mod. l berg rak dal •n 

perumahsakitan, menyebabkaI1 mulai banyak ditemuka'.!'1 rumah sak1t yang 

te1ah dikelola secara komersial serta yang b rorientasi mencari k untungan. 

Walaupun untuk yang terakhir ini kehendak w1tu mempertah.ankar fu.ngsi ial 

rumah sakit te ap ditemukan, yalmi dengan me'vYajibka l rurnah akit swasta ters .. b t 

menyediakan sekurang-kurangnya 20 % dali tempat tidurnya untuk masya.ra ·at 

golongan tidak rnmrlpu. 

Jika ditinjau dari kema .puan yang dimi!iki, rumah sa it di Indonesia dibedakan 

atas 1ima macam yakni : 
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1. Rumah Sakit Kelas A 

Rumah sal ·t k.elas A adalah mmah ',it yang mampu .emb ri 

pelayanan kedokteran spesiali a i dan sub pe iahsasi luas. Ole 

pemerintah, rumah sakit k las A ini tel h diteta kan se agai ten pat 

pelayanan rumah sakit tertinggi atau diseb t pul · se ag i rumah sakit. 

2. Rumah Sakit Y e1as B 

Rumah sakit kdas B adalah rumah saki yang mamou membenka 1 

pe1ayanan kedokteran spesialis luas dan ub spesialis terbatas . 

Direncanakan nunah s<1Jri t kelas B didirikan di setiap fbukota propinsi y .. ng 

menampung pelayanan rujuka.11 dari rumah sakit Ka.bupaten. Rumah sakit 

pendidikan yang tidak termasuk elas A juga dik lasifikasik n sebagai rumah 

sakit kela B. 

· 3. Rmnah sakit kelas C 

Rumah sak.it kelas C adalah rumah akit yan mampu membe ·kan 

pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Pada saat in · da empat m cam 

pelayanan spesialis ini ya g d1sediakan yakni pelayanan penyak1t dalam, 

pelayanan bedah, pelayanan \:es"'hatan nak erta pelay nat idanan dan 

kandungan. Direncanakan wnab sakit kelas C ini akan didinkan di setiap 

ibukota kabupaten yang m~nampung pelayanan ruj ukan dari PUSKESMA~ . 

4. Rumah ·akit keias D 

Rumah sakit kelas D adaiah rumah sakit yang bersifat transisi r na pad • 

satu saat akan di tingkatKan merrjadi rurnah sakit \relas C. Pada s at t 1i 

34 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 



k""marnpuan rumah sakit keias D : anyalah membcnkan pela" anan 

kedokteran umum dan kedokteran gigi . 2ama ;1a1nya dengan n.imah ·akit 

keias C, rumah sakit kelas D i i juga mena.-npung pelaya.nan rujukan yang 

berasal dari PUSKESMAS. 

5. Rumah sakit kelas E 

Rlli-nab sakit keias E adalah un sakit khusus yang menyel -r.ggarakan 

hanya satu macam pel yanan kedoktcn:m saja. 1 ada snat ini b nyak s·~kah 

rumab sakit kelas E yang teiah ditemukan. Mis- lny;:i rurnah sakit jiwa, 

rumah sakit kusta. rumah sakit parn, ruma , sa: j kanker. rumah sakit 

jantung, rumah sakit ibu rum anak dan lain sebagai ya. 

n. PUu1k0 pibak Dadam Peh~yao<til _. eseh tan di ~ ... ah :'ak.it 

Ada dua pihak yang utarna. dalam pelaym an k ... s hat d . rumah saki yaitu 

Ru.'lla..1-i sakit beserta unsur~w sumya .. errnasuk p'"'gawai biasa, pe a\ at dan 

d.okter. 

2. ~ asyarakat (pasien) 

umal1 sakit dengan u. sur-unsumya mdakukan kegiatari iayar an k~sehat ·n 

yang dibutuhkan masyaraka·, sedangka11 masy;>rakat (pasien) mela.ku\a,. kewa.iiban 

yang disyaratkan oieh rumah sakit tersebut 1· lam hal mend.epatkan pelayanan 

kese. atan. 
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Salah satu aspek y ng mempunyai arti penting d.al m huhungan rumah sak1t 

dengan pas ·en mengenaj hubungan hu um yang dilakukan antar m rcka dimana 

hubungan tersebut rnenimb i an ada .y hak dan ewaJ i n f bal bali · . 

Hubungan transaksi mereka merupakan transaksi e ape tik yane> d.alam hukum 

dikataka.11 sebagai suatu perjanji.an untu.k melakukan j asa-jasa tert"' .tu. Pprjanjian in· 

d1maksudkan untuk mencapai sua tujuan tertentu yang di ehendaki le'. p s1en 

dengan harapan rumah sak:it dapat memb .rikan pelayanan yang me ad .i sesuai 

dengan apa yang difr::n·apkan pasien. 

Rumah sakit memberikan pelayanan kepada pa.sien terutarru at.as dasar 

ke anusiaan, maka rumah sakit tidak mendapat upah, 1 .e1ainkan u ng jasa. J nu 

jasa daiam bahasa latin berarti ha iah untuk menghonnati. R umah sarit be hak 

me .dapat.1<.an uang · asa yang ajar an tidak berlebihan maka ntuk hal yang 

demikian uangjasa tersebut perlu ditetapkan nilainya . . 
Sua u ha1 1agi yang perlu di J rhatikan ruma'1 saJdt sebagai suatu organ·sas1 

mem r ukan biaya~biaya untu.1< kelanjutan orga isa.!5 1 rwnah sakit ·tu sendiri ba.ik itu 

bi ya petugasnya atau ahli medisnya, alat-alat yang dipak 1, bangun n dan lam 

sebagainya. Oleh karena itu rurnah sakit dalam rnelaksa.nakari pelayanan kesehatan 

'epada rnasyar kat terutama pasiennya harus memperha ikan ha1-ha! ter. hut 

Sehingg kadangkala terdengar be ita bah·.va pas:en mengeluh at.as tarif ya,.g 

diadakan oieh umah sakit terutam rumah-rn nah '->a!rit swasta. 

Selain it1 ad p la hal-hal ta·n yang :;»ring timbul d am h 1hun n mm sak: 

dengan pasiennya, dimana sering timbul ba· wa pasien kurang rnernahami penJelasan-
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penjelasan yang diberik oleh dokter mmah sakit. D Jam h( i ini pasien kad.ang kala 

salah mengartikan informasi yang diberi an tersebut sehingga setdah rumah -;ak.1 

melalui dokternya memberikan pertolonga atas penyakitnya akan terjadi perhedaan 

pendapat. Pasien menyalah.°!<a!. rum 11 s 1·it an mungkin menuntut rnmah sak1~ 

t rsebut untuk mengganti kerugian yang d·deritanya Da!am hubungan ini Ji a 

organisasi kesehatan tersebut yang mengadakan hubungan de gan pasien maka 

pasien hanya dapat m nuntut organisasi kesehatan tersebut bukan doktt.!rn)a, 

ter1 ecua1i jika pasien datang ke prak.tek-prakt k dokter maka yang d· ,at ditur.tut 

pasien adalah dokter yang bersangkutan. 

Perbedaan letak untuk melakuka pe . untutan ini ·angat pen ing arena past ·n 

iarus tahu den an s·apa ia mengadak· n hubunga.n unt _ rnclayani ke: ·ha tanny 

Jika d kter tersebut mewakili suat· institusi taL organisasi keseha an alam bentl!k 

rum.ah sakit maka rumah akit.lah y ng diaj ubm ke meja hijau b k n doktemya 

Dokternya dalam hal ini mungkin ter: ena san 'Si moral atau jug sanksi yang 

diberikan oleh persatuan do! ter itu sendiri , yan~ di lndone·ia dituan'r, an dalam suatu 

organisasi yaitu Ikatan Dokter ndonesia (JD!). 
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TINJAU. ~· UKUM D, . TRASl I EG 

PELAKSANAAN PE NGURUSAN IZIN O PERASIONAL RUMAH Kf" 

OLEH PEMERINTA!I ME1'1URUT UNDANG-Ul'*H)ANG NO. 23 T AH ~ 19 2 

A. Syarnt d~n P osedur Pem.Hr'an Selma Rumab Sakit 

Permohonan izin penye1enggaraan rurnah sakit dari yayasan/badan hukum yang 

diajukan kepada Menteri Kesehatan R publik Indonesia u. p. Direktur Jen era! 

Pelayanan Medik melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat. 

Surat permohonan disertai dengan : 

1. Akta notaris pendirian yayasan/badan hukum a g a n, 

2. Da:f\..ar isia..n rumah sakit dileng .api denga.., lampirannya, 

'3. Rekomendasi kepaia Kanwil Depkes Rl dan Berita Acara Pemeriksaan 

Rurnah Sakit oleh Kanwi l Depkes RI setempat, 

4. Surat pemyataan dari pemihk bah ¥ sanggup mentaati segala peraturan di 

bidang kesehatan yang dibuat di ams kertas berm· terai. 

Untulc mendapatkan izin mendirika..1"1 dan menjalankan sebuah rumah sa 1t, 

maka pengurus yan.g memohonkan izin hams mengajukan pennoh ~ kepada 

Menteri Kesehatan. Kepada pengurus yayasan tau badan hukum lai y .• g tdah 

memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental a au kemampuan ;asmani dan 

rohani serta ijazahnya telah terdaftar akan diberikan surat keterar1gaJ1 meng nai izi 

mendirikan dan menjalankan sebuah rum.ah sakit. 
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Surat izin pendirian dan perasional rumah sal it berlaku selama memenuh1 

per00yaratan yaitu : 

1. Dilaksanakan di daerah yang dit njuk dalam surat izin pra t •• 

2. Pengurus yayasan/badan hukum lain tidak sedang menjalankan pidana 

penjara atau hukuman admi nistratif 

Permohonan mendapat1 an izin mendirikan dan menjalan 

dapat ditolak atas dasar : 

a. Daerah atau tempat prakte telah tertutup untuk pe .dirian an operasionaJ 

sebuah rumah sakit, 

b. Pemohon .enjalani pidana penjara, 

c . Tidak memenuhi p"'r:yaratan, al ·•m hal ini : 

Memiliki surat penguasa 

• Tidak memiliki kemampuan jasmani d .n rohani · untuk menJ lankan 

sebuah yayasan/badan hukum dalam bentuk rurnah sakit. 

Jzin penyelenggaraan sebuah rumah saki1 berlaku untuk jangka waktu 5 (l imn) 

tahun, permohonan izin perpanjangan selambat-iambatny. 3 (tiga) bu'an sebelum 

habis masa berlakunya izin penyelenggaraan 1ni 

Dal m mcmbcrikan su at izin pendirian dan pen elenggaraan s buah ruma 

sakit sebagaimana yang te1ah disebut an di atas, per1u pertimbangan penunjukan 

tempat/lokasi kota dimana izin te ::-ebut akan diperguna1·an atau pe imba gan ! in 

berdasarkan azas pemerataan, (Pasal 21 Peraturan Men eri Kesehatan Republik 

lndonesia No. 385/Men.Kes/PerN/1989 , menyebutkan ebagai beri ut · 
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1. Surat Izjn Praktek niberikan kepada sebuah rumah sakit dengan 

mcmpcrhutikan ra:.;io dokter dan dokter g'g1 uen•an pt."nduduk di \l,,Jlavuh 

Kabupaten. 

2. Pen11njukan loka ·i rumah saldt i dalam \vilayah Kabupaten dcr'g n 

memperhatik penyebaran pel· yanan kesehatan ai l r ecamatan. 

3. Penempatan rasio sebaga.· dirriaksud aya ( ·) ditetapkan oleh 'enten ata_· 

usul Ka. Kandep Kabupaten/K.odya me1a1ui Ka Kanw11. 

Menteri atau pejabat yang d.itu.1."ljuk, membina dan mengawasi mmah sa..kit 

dalam menja!ankan profesinya dengan mengikutsertakan organisasi pr fes1 .. 'ang 

ter ·nit, sel.arna menjalankan operasio Lalnya pengunr mma · • sakit waj ib i 1enaati 

senna pera uran perundang~unda; gan dan keb1jaksanaan yang ditetrtpkan oieh 

pemerintah. 

,Sebagaimana Jang diatur dalam pasal 12 Peraturan Peme ·nt h Rep• blik 

Indo esia No.1 Tahun 1 988, run1a:l sa!-.lt yang telah 1. endapatkan surnt 'zi,. dilarang. 

a. Menjalankan operasi di luar ke ntuan yatg tercantum alam Surat lzin 

Op ... rasi. 

b. Memberikan atau. t :1eracik obat, kecual · sunti!.-..a . 

c. Me1akukan pe buatan yang bertentangan dengan. profesi dokter a tau 

dokter gigi. 
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B. F •. rn.gsi Rumah Sakit Daiam Pei~y""nan Keseha • o M yar~ . ~ 

Kcsehatan masyarak.at yang khusus mcliputi segala usah· untu me! mJung1 , 

memelihara dan rnempertingg1 derajat ke ehatan badan dan fwa, bait· u. tuk umum 

maupun perorangan denga , tujuan mempertingg1 esehatan dalam ra gka 

melangsurigkan hidup yang se at s rt..a memperf ggi kese atan dan kesejah raan 

dari daya guna kehidupa manu ia. 

Pembangunan kesc atan iarahkan untuk mempertinggi d _ jat ke~ehatan 

t nnasu .. "< gizi masyarakt da1am rangk.a peniongk tan kwalitas da taraf hidup serta 

kecerdasan dan kes jahteraan rakyat pada umumny kesehatan 

difa 'ukan dengan memberikan priori as pada up ya pen·ngkat n ke halan 

masyarakat, keluarga dan ncegahan P"' yakit, di samping upaya penyembuh n 

penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Sehubungan dengan itu perlu dil ml ang!·an 

siste~ kesehatan nasional yang terpadu y ng dapat dido ong par · s ipasi masyarnkt l 

termasuk swa<>ta. 

Upaya perbaik.an kesehatan rakyat ditingka kan antara lain melai ui 

pemberanta an penyakit menuiar, perbaikan gizi, penye iaan air bers·h, k bersihan 

dan kesehatan li ngkungan, serta peiayanan kesehatan ibu dan anak t rmasuk Keluarc 

B"'rencana (KB). Perhatian khusus perlu diberikan kepada per in ungan raky 1 

terhadap polusi , Jim' ah industri, bahaya narkotika dan penyala'1gunaan bat, serta 

peningkatan pengawasan ke ehata lingkungan, obm, makamm da . minu.nan. 

Sehingga unt k me\ 1judk n ke da1am terschut di atas, ke ud 1' an r m h sa .it 

adalah sangat penting sekali. Untu.1< meningkatkan kesehatan m "yarakat pe lu 
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diperkokoh rum dima.ritapkan terus menerus melal ui upaya dan langkah-ln gkah 

pembinaan dan pengembangan yang lebih ·ntensi f dan terpa u secara berd y, guna 

dan berhasil guna. 

Kebijaksanaan pemerintah tentang sur·-1 iz·n penyelenggaraan nun h sa.kir 

adaiah merupakan salah satu kebijaksanaan pemerin ah untuk menambah lembaga 

pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat benar~benar merasa dilayani secara baik. 

Secara umum yang dimakrnd dengan f ngsi rumah sakit dalam p ··ia · an 

kesehatan masyarakat adalah 1u1tu.k menyembuhkan penyaki'' dan memul ihkan 

kesehatan, serta sasaran utamanya adal· h perseo rangan d.a11 ataupu."i keluarga. 

Sebe·narnya sas· rnn perscorangan dan t •1pun kcluarg ters hut ad .1nh S"' i satu 

kesatuan. Dalam arti, seka ipun yang di.hadapi adalah orang perorang da am satu 

kelua:ga, perhatian tidak boleh dilepa kan ari kehidupan keluarga secara 

kesf! 1 u.ruh.art 

Dalam pengertian pe la anan kes hatan mas arakat maka di temukan keadaan-

keadaan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tcrsebut t"'rdiri dari : 

1. Tenaga pelaksananya terutama ahli esehatan masyarakat, 

2. Perhatian utam a pada pencegahan penyakit, 

3. Sa.saran u amanya adalah asyaraka .. secara esel ruhan, 

4. Sel~ u berupaya mencari cam yang efesien • 
. 

5. Dapat rnenarik perhati n mas araKat, misalnya dengnn nyuJuhan 

kesehatan, 
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6. Menjalankan fu1 gsi dengan mengorgamsas1 m syarakat dan mendapat 

d kungan undang-undang, 

7. Penghasilan berupa gaji dari pemerintah, 

8. Bertanggungjawab kepad eluruh masy rakat, 

9. Dapat memonopoii upaya kesehatan, 

l 0. Menghadapi berbagai persoalan kepemimpinan. 

Rumah sakit selaku salah satu objek yang menjalankan pela 1anan esehatan 

masyarakat tersebut di atas memi1iki fungsi - fungsi yang sang t sentral sehingga 

pelayat an esehatan mru,')'arakat dapat berjalan sebagaimana diharapkan. 

Fungsi y ng diberikan oleh ruma , sakit da!am h I ini adala ebagai suatu 

ngsi yang terorganisasi dalam satu unsur peiayanan kesehatan yang tenti ri dari para 

ahli medik dimana dok e berada di dalanmya, bai · itu dalam bentuk rum h sa ·i 

serta ~embaga-lembaga pelayanan kesehatan !.ainnya. 

Dengan demikian, rnaka dari rumah sakit diharapkan hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Ses1 i dengan peran dan fungsinya dalam 'istem k sehata.n na io ial , . umah 

sa..\it d. 1arapkan selain memberikan pela_ anan kese .ata.n, · u' dapa 

mengelola pelayanan kesehatan, dapat mem erikan pendidik.an~pendi · · an 

kesehatan d n sikap serta kemampuan sebagai l mbaga penelitian, 

2. Dari segi profesi yang diharapkan dari rur.11ah it ial h bahwa 

pengetahuan, keteramp:lan dan prilakunya dalam 

mengbadapi seorang pend rita bermutu setinggi-tinggin a. lni nu 

bahwa mma..11 sakit harus mampu teflli.-menerus m"'ningkatkan mutu strategi 
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profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu dan tekno ogi edo teran dan 

menjaga mutu ag r peri ia unya tida meny1mpa g an ·o ct1k 

kedokteran. 

, 
Sanksi A mi11istra.tif Terhadap Penya!ahgurrnao ~in Operasional m:n id1 

Sa kit 

Dewasa ini hampir tidak ad.a bidang-bidang kel idupan ml.l! yarakat yan tida · 

terjamin oleh hulrnm, baik sebagai kaidah maupun sikap tindak ma.11usia yru g tern ur 

dan unit. Hal ini terutama disebabkan oleh karena pada dasamya m nusia 

mempunyr i has at untuk hidup teratur, sehing0 manu ia me erlukan kaidah-knid h 

, yang mcng<atur hidupn:ya agar kepentingannya tidak berte1 tangrui dcngc n I epenting. n 

scsama warga masyaralr..at la1nnya. 

Walaupuu manusia senantia. a mengharap ·an agar uk1 da t gatur 
. 

kehidupannya dengan baik sehingga tercip1a k dama'an daiam ma y rnkat, ak n 

tetapi tidaklah mustahil bahwa has' lnya malahan 'ebalikn. a. Oleh k · 

"aktor tertentu yang mestinya dapat diperhitungkan sejak semula, huk1 utlahnn 

dapat mengakibatkan terjadinya sikap tindak yang tidai.\: ras~ dengan hukum itu 

sendiri. Dalam kebanyakan warga masyarakat mematuhi hukum itu sendiri , .an 

etapi di lain pihak mungkin warga masyarakat n en ntangnya secara terang-terangan, 

tidak mengacuhkanny atau berusaha untuk menghindari ya. 

Kalau hukum dipatuh · warga masyarakat, maka bi anya dika . 

hukurn itu efektif, o,eh karena tuj ua.n hukum t re p· '. Walaupun kepatuhan h ' um 
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I!'.l ngenal ta.af-taraf tertentu, akan tetapi de .gan adanya rep, tuhan d.ap t diart1kan 

S'bagai keadaan dimana huk · m heriaku ~~~ra ef ktif. \pab1Ja haJ HU yang h:l]!idl 

ma· a dapat dikatakan bahwa huhJ..1 mempunyai pe garuh po. itif, oleh '·arcr:. 

r.empunyai pengaruh ya g baik. Akan tetapi kala11 hukun1 1t'l t1dak m~ncapa1 

tujuannya oleh karena tidak rnendapat dukungan sosial, ri ka huku...'11 mem 

dampak terhadap sikap tindak wa ga mas 1 rakat. 

O!eh karena masyarakat mern akan suatu sistem m k.a ;vadah y;a. g itu laz)mnya 

disebut sebagai ~uatu sistem kemasyaral·atan terseb1 t mencakup bagian ·~mg dapa 

disebu sub-sistem. Seca.ra sederhana gambarannya adalah, sebagai b""rikut : 

1. Sub-sistem fisi : 

2. , ' ub-sistem biol gi 

3. Sub-sist m po1itik 

.4. Su -sistem -ko om1 

5. Sub-sistem sosia1 

6. Sub-sistem f si budaya 

7. Sub-si tem kesehatan 

8. Su' Qsistem pertahanai1 dar k am mm 

9. Sub~sistem hukum 

Sub iste i1 hukum lebi , te at dis., u inter s _ istem, ol h rena hukum 

men··atur bidang-bidang t rten mas ·:ng- 1 .sing ~u -sis em lninnya. Okh ar na itu. 

gambaran ers but diatas inter sub-sistern hukum dapat di. aitka . de 1 sub-sistcm 

lainnya. 
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Berdasarkan pe! ~elasan ringkas tersebut di atas dapat ditari kesim utan bahw 

untuk melakukan penyelenggaraan sebuah rnmah sakit diperlukat rbagni 

persyaratan. Apabila pers ·aratan itu dipenuhi, maka pelak.sanaan o , ionat sebuah 

rumah sak.ii rnemerlukan eraturan, baik dengan k de ti: , iaupu 1 mkum Sudah 

tentu bahwa hal itu mengakibatkan terjadin a pengaruh-pengaruh tert,..ntu yang 

dalam hal ini hanya dibatasi ada bidang hukum ·edokteran saj yan n.erupakan · 

cakupan bidang-bidang antara hukum tata negara dcngan hukum administrasi . egara, 

hukum perdata dan huku1 pidana. 

Dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya pasien, agar timbul tanggun 

ja\ ab hukum, harus ad.ah bungar ukum antarn rumah sa -it engan pa.·1en ters ·hut 

di!andas an pada perjan~ia baik sec ra isan maupw1 sc ara tertuli-. S ,a 'rnyu 

perjanjian tergantu g pada syara -syarat sebagai b rikut : 

1. Adanya kesepakat n persetuj ian, 

2. Adanya keca rnpa , artinya pasien suda' dewas dan tidak mcnderi ta 

gangguan jiwa, 

3. Adanya ha] yang diperja. j ikan, 

4. Sebab yang halal, Pasal 1320 KUH Perdata 

Ap bila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi m ka dapat dimintakan 

pembatalan perjanjian . a a tetapi · a lau syarat kctiga dan keempat tidal< dipen hi 

maka perjanjian batal demi huhu .. Pada sya.rat persetujuan harus dilandasi oada 

i, formasi yang diberikan oleh rumah .,akit melalui tenaga rnedisnya. 
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Dalam keadaan darurat mungkin ada peng ua 1an yakni bah pelayanan 

kts.chatan harus scgcru <.lilnkukan t rhu ap pusien. Lund. s n hukumn)a 1ulah 

"Zaakwaa.rneming" adalah secara suka rela, denga.11 tida mendapatkan r1ntah 

untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa p getahu n itu. 

Setia orang itu harus dapat meminta pertolongan kesehatan dengan rasa aman 

dan bebas, yang bersangkutan harus dapat menceritak n secara terbuka 'e •ala 

keiuhan, baik bersi fat ja mani maupun rohani dengan key kin b .hw hal itu 

berguna untuk menyembuhkan dirinya. Dia idak bo1e1
1 meras"' khaw t1r bahwa 

segaia sesuatu mengenai keada.annya akan disampai an pada rang lain, baik oL 

rmnah sakit melal ui dokter maupun oleh pemh ntu dokter tersehut Pada wnktu 

s orang dokter menerima ijazah, dia bersumpah untuk merahasia 'an s 0 aia . su tu 

yang diketahui karena peke ·aanny dan keilmuanny sebagai doktcr. Demi ' ianlah 

hal~hal yang dijelaskan oada penjelasan um um ernturan Per. eiintah 1 om r IO . . 

Tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia edokteran. 

Yang dimaksud denga 1 raha.sia ke<l kt ran adalah r: gala sesuatu yang diketahui 

o eh tenaga kesehatan (termasuk dokter) yang diatur dalam Pa al 2 UndruP-Undang 

No or 6 Tahun 1963, pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya di bidang 

kedokteran. Pi ak lainnya yang harus menyimpan rahas ·a kedokteran adalah 

mahasis a kedokteran yang bertugas dibidang pemeril saa.n, perawetan dan 

pengo a an, orang-orang lain sebagaimana ditetapkan oleh M t.teri Kesehatan. 

Peraturan Pemerinta1
1 Nomor lO Tahur1 1966 itu diperlukan bagi me eka ya g 
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mela.kulra.11 pelanggaran wajib simpan rar..asia ' edo cteran yang tidak masuk uns r­

unsur yang dirumuskan <lalam pasal 322 "UHP atau asal 112 'UHi. 

Jadi aspek-aspek hukum dan implikas·nya terhadap epe tingan par pihak 

diatur dengan · ndang-Undang dan pera·uran pelaks na lainnya, sehingga 

kepentingan para pihak dapat lebih te jamin. 

Dalam melaksanakru1 tugas-tugas pelayanan kesehatan rumah sa it ti dak 

terlepas dari pandangan hukum serta mempunyai tanggung jawab terhdap pelaya 1a 

setiap kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan. 

Pe!ayanan kes hatan yang dilakukan di rumah sal it yang dijadikan suatu 

konflik · ukum dalam masalah ini ada1ah sesuatu yang s ngat ubjektif den sangat 

· elastis perlu disadari agar p nyelesaian konflik hubun an pasien den ra ruma . . 

melalui tenaga medisnya dokter dapat diselesaikan melalui jalur sa ino pengertian 

secar~ terbuka antara yang bersangkutan, dengan a 1ggota lain melaJui j lur hukum. 

Ini sejalan dengan dasar berpikir masyarakat kita dengan azas "musyawar h" sert 

"mufa at" sementara kita menyada.ri azas lain yang mengatakan negara kit.a adalah 

negara hukum. 

Penyelesaian konflik rumah sakit dengan pas1en melalui ja!u hulrum ad.alah 

suatu yang waJar dan sud h pada tempatnya di persiapkan. Namun penerapan 

sebenamya hanya akan mernbe ·kan hasil yang menguntungkan bila bebera a 

persyaratan dipenuhi. 

Para profesi kesehatan dan masyarakat harus sama-sama menyada1i 

konsekwensi sampmgan untuk mendapatkan dan menghasii ·an jasa pelayan n 
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kesehatan yang pasti, tidak berarti menjamin hasil, antara lain pelaya an ·esehatan 

rnenjadi proses. 

Penjual jasa seperti rimah sakit untu ri enjamin '·ep stian hukumnya berusaha 

memenuhi persyaratan dengan mengenyampingkan akt r iain yang dapat men gikan 

kepacla orang lain. Menyadari bahwa suatu pelayanan kese ata.ri 'an~ pas i, d ngan 

pengei:tian untuk: mend.a a kan pelayana. epas ian k- s ha n, 1per u1 an syarat­

syarat peralatan, obat dan sarana lain yang terkai dengan ma.salah pen_ akit yang 

ditangani oleh seorang tenaga medis sebuah rumaJi sakit. 

Suatu keputusan hukum d lam pelayanan kesehatan hanya mungkin hi! 

diterap an sesuai dengan undang-undang kesehatan yang lebih luas menyangk t 

standa fl "edur p layanan kesehatan Jang d ijadikan tola ukur tlal m menilai 

pelayanan termasuk pe1 erapannya dalam praktek sehari-hari berlak u untuk ting"at 

nasio ,iaL 

Untuk menjaga kepentingan mmah sakit melalui tenaga medisnya, make pa ·a 

tenaga medis diharapkan meiayani kesehatan sesuai dengan ketentu n yang be la ·u. 

sehingga dapat terhindar dari suatu t indakan hukum, kecuali daJam kea.daa.n darnrat 

barulah tenaga medis da at bertindak diluar dari ket ntuan undang-undang atau 

m nyimpang da i k de ...,tik asalkan ' adan darurat itu dipergunakan untuk rnenolong 

kepentingan si pasien. 

Jadi dengan demikian p ... rlindungan hukum yiu1g iperoleh rnmah sakit dapat 

dipernleh, karena tugas yang d "l ksanakaru1ya sesuai den an ketentuan h kum yang 

berlaku. 
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Sebagaimana te!ah diuraikan kepada babian terd, hulu, hlhv.ra 1zrn 

penyelenggara.ai. s-buah rnma.i-i sakit diberikan adalah untuk iehih teijamrnm:! 

kedudu,1<ar1 hukum dari rumah sakit a abila melaksanak: n tugas un .. 1• mcl· Y'HH 

ke1 entingan m~ryarakat di hidang kesehatan, maka sebagaim:ma terdapa1 ' i dalam 

vetiap ~·lausula pewberi;_n i ·n penyelengganuu1 rum h sakit leh Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia tu.n t di ertakan dicalamnya su tu :-i:rnsuia yang mcnernngkan 

bahwa "izin penyelenggarru! , ruma.h ;akit akan di cabut kcmba!i jika sclnm, 

penyelenggaramya erdapat kegiatan-keg1 .tan yang vert ntangan deng fl pcrnturan 

p -n.mdang-w1danga, yang beriaku". 

Sanksi di atas bc b iia ·engan sanLsi yang diberikan tenaga ed1s k...~ususn_·a 

dok , yang melak• kan p1aktek di d lam sebuah mmah sa 1~it di . 1ana sanksi 

adminisi.rat1f diberika11 kepada seseorang dokter adaia."'1 dise a h.n karena scDran"" 

dok."t. · idak meiaksa.'l'lakan tugasnya sebagaimar.a :ang teiah dit""'ntu ~an daiam izrn 

praktek dokter tersebut, sehingga kepada dokte tersebut ak: n dikenakan sanks1 

administratif berupa pe cCabuta.n izin praktek. Dengan dicabutnya izin pral•tek dokter 

tersebut, maka dokter terseb ·t dinya ·-kru tidak 

prakteknya sebagai seorang dokter. 

rhak lagi untuk menjalankan 

Jadi dari uraian tersebut di atas, baJ1wa terhadap seb · h rumah sakit yan 1 su<lah 

mempe oleh izin operasio1 al dapat dikenakaJ1 sank i administratif herupa pencahu1 n 

izin apabila terdap t \:egiatan y -ig enyalahi kete ituan hukmn. 
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KESl ~PUL. N .uAN SA 

Dari uraian-uraian penulis terdahulu tcnta g pembahasan atas j udul penclitmn 

ini dapatlah penulis mengambil beberapa kesimpulan, dan sekali gus jug,. penulis 

memberikan saran terhadap pe asa.ahan ang timb 'I dala.m kaitan. dalan 

pelaksanaa 1 pengurusan izin operasional rumah sakit. : 

Kesimp tao 

J. Aspe huKum di temukan dal· m ha! pemberian tzm pra tek kcpada 

penyelenggaraan rumah saki adal' h bah .-a pada dasa1 ya iz.in yang diberikan 

tersebut harus dis.nkron. an at.au dihubungkan dengan pelay an kes hatan 

nrn!tyarui t dan jiku tcrnyatu d lam ha! pday •• nan keschata.n t~rscbut 

' menyalahi izin yang diberikan mal.a izi n penyelenggaraan rumah sa ·i t dapat 

dimintakan pertanggimgjawabannya. 

2. Peranan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 seb gai ketentu.an umum 

tentang kesehatan dalam pelaksanaan pe i b 1ian izin pen elenggaraan rumah 

sakit adalah seba ai patokan kepada ruma 1 saki . dalam pelaksa an 

pela., anan kesehatan masyarakat. 

3. Ba..liwa Aspek . Hukum Administrati Negara rnengatur t..,ntang m 

pcnyd nt_:giwrn n rumnh 'lnkit y mg mc!uksonukan tugn:-tugu ·n ·a 5"' •ga1 

suatu lembaga p !ayanar ke. "'hatan telah diatur sesuai dengan k entuan ya g 
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berlaku, sehingga penyimpangan-penyimpangan surat iz· n penyelenggaraan 

rumah sakit dapat dihindari. 

4. Bahwa tugas/fungsi yang dilaksanakan ol h sebuah rwnah sakit untuk 

melayani pasiennya untuk berobat telah dilaksana. an sebaga·mana ya 1g 

diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, namun dalam 

hal-hal yang tertentu sebuah rumah sakit dapat saja melakukan k lalaian yang 

tidak d.iinginkan ya, maka oleh karena i u masih diper!ukan pembinaan dan 

pengawasan yang lebih baik lagi, sehingga ap· . ang men·adi tujuan 

pem angunan kesehata itu dapa tercapai dengan baik. 

B. Saran 

1. T ntuk terselenggaranya dengan baik q juan pemberia mn pe yelengga.aan 

rumah sakit, maka a ·harapkan kepada para apar t pemerint h ng terlibat 

' dalam pembinaan dan I engawasan surat 1zm peny I nggaraan ruma 1 

sak:it,untuk le ih ditingkatkan pengawasan agar k pentingan m s arakat 

dalam bidang keseh.atan terlaksana dengan baik. 

2. Agar , emerintah dapat menindak dengan tegas setiap rwnah aki ang 

r elakukan t.indakan pe1 yimpan '1 dari kctentuan Undang-Unda.ng atau k , 

etik pelayanan kesehatan yaitu meJakuka.11 malpraktek, se' ab h 1 ini dal"at 

menimbulkan kerugian baik kepada pasien m upw pada pihak ain. 
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3. Bagi rurnah sakit yang tel ah menda at ,an i :i Opt!ra: · nalnya htn 11•,; 

dapat lebih meningkatkan pelayanan sos 1nlny k • a ma .. urnk.. 1 'l<r: mr!-'<1 

kesebatan masyarakat dapat ditingkatkan. 

4. Efektivitas pembiayaan pemberian izin opt.rs·onal rumah akit hcndakn. ·a 

dapat di perkecil sehingga dapat lebih me garah kepada . laya1 any g bail 

dan cepat bagi masyarakat. 
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